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RINGKASAN

KPK untuk pertama kali didirikan berdasarkan Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi. Pada tanggal 17 Desember 2019, telah diundangkan Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2019 terbaru mengenai KPK dimana undang-undang tersebut
merupakan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang Nomor 19
Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi salah satunya
memberi kewenangan kepada KPK bahwa dapat menerbitkan surat perintah
penghentian penyidikan (SP3) atas suatu kasus tindak pidana korupsi jika
penyidikannya tidak selesai dalam waktu 2 (dua) tahun.

Dalam penulisan tesis ini penulis menggunakan metode penulisan hukum
normative dengan sifat penelitian preskriptif yakni suatu bentuk penelitian yang
ditujukan untiuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan
untuk mengatasi masalah-masalah tertentu.

Dari hasil penelitian terdapat kesimpulan yaitu, Pertama: Komisi pemerantasan
korupsi dalam kewenangannya untuk dapat mengeluarkan SP3 harus
memenuhi syarat-syarat yang telah di tentukan menurut undang-Undang. Syarat-
syarat tersebut di atur dalam KUHAP pasal 109, bahwa untuk dapat mengeluarkan
SP3 maka harus terpenuhi; pertama tidak terdapat dua (2) alat bukti yang cukup,
kedua; Peristiwa yang disangkakan bukan merupakan tindak pidana, ketiga;
Penghentian penyidikan demi hukum. Namun dengan hal tersebut tidak serta
merta KPK dapat mengeluarkan SP3 karna Selain ketiga hal tersebut diatas,
ternyata SP3 baru kemudian dapat di keluarkan sebagaiamna di atur dalam pasal
40 UU No.19 tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, bahwa KPK
dapat mengeluarkan SP3 pada perkara yang penyidikannya tidak selesai
dalam waktu dua tahun. jadi jelas bahwa ketika ketentuan dalam pasal 109
KUHAP telah terpenuhi pada kasus kasus korupsi yang penyidikannya tidak
selesai dalam jangka waktu dua tahun sejak di keluarkannya SPDP maka demi
kepastian hukum penyidikan harus di hentikan atau di keluarkannya SP3 oleh
KPK.

Kedua : Dalam perjalanannya memberantas korupsi, UU No. 30 Tahun 2002
sebagai dasar hukum pembentuk KPK mengalami perubahan 17 tahun kemudian
dan berganti menjadi UU No. 19 Tahun 2019. Dalam Pasal 40 sebelum revisi,
KPK tidak diberikan kewenangan mengeluarkan SP3 sebagai bentuk kekhususan



dari Undang-undang KPK terhadap KUHAP yang bisa kita kenal dengan asas lex
specialis derogat legi generali yang berarti peraturan bersifat khusus
mengesampingkan peraturan yang bersifat umum. Karena pasal 40 Undang-
Undang No 19 Tahun 2019 menyebutkan tidak dapat diberhentikan maka
menimbulkan keraguan seperti apa kewenangan KPK dan karena adanya frase
tidak dapat, maka menjadi pilihan kpk apakah setelah 2 tahun akan diberhentikan
atau tidak maka ini akan menimbulkan ketidakpastian hukum. Seperti apa kpk
akan bertindak setelah 2 tahun dan diperlukan suatu indikator yang jelas bagi
KPK dalam melakukan penghentian penyidikan terhadap suatu perkara. Perlu
disadari bahwa esensi dari independensi KPK adalah agar KPK mampu bertindak
secara objektif dalam membuat suatu kebijakan tanpa pengaruh oleh pihak-pihak
yang berkepentingan.
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ABSTRAK
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KPK untuk pertama kali didirikan berdasarkan Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi. Pada tanggal 17 Desember 2019, telah diundangkan Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2019 terbaru mengenai KPK dimana undang-undang tersebut
merupakan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Komisi pemberantasan korupsi
dalam kewenangannya untuk dapat mengeluarkan SP3 harus memenuhi
syarat-syarat yang telah di tentukan menurut undang-Undang. Syarat-syarat
tersebut di atur dalam KUHAP pasal 109, bahwa untuk dapat mengeluarkan SP3
maka harus terpenuhi. Namun dengan hal tersebut tidak serta merta KPK dapat
mengeluarkan SP3 karna Selain ketiga hal tersebut diatas, ternyata SP3 baru
kemudian dapat di keluarkan sebagaiamna di atur dalam pasal 40 UU No.19 tahun
2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, bahwa KPK dapat mengeluarkan
SP3 pada perkara yang penyidikannya tidak selesai dalam waktu dua tahun.
jadi jelas bahwa ketika ketentuan dalam pasal 109 KUHAP telah terpenuhi pada
kasus kasus korupsi yang penyidikannya tidak selesai dalam jangka waktu dua
tahun sejak di keluarkannya SPDP maka demi kepastian hukum penyidikan harus
di hentikan atau di keluarkannya SP3 olen KPK. Dalam perjalanannya
memberantas korupsi, UU No. 30 Tahun 2002 sebagai dasar hukum pembentuk
KPK mengalami perubahan 17 tahun kemudian dan berganti menjadi UU No. 19
Tahun 2019. Dalam Pasal 40 sebelum revisi, KPK tidak diberikan kewenangan
mengeluarkan SP3 sebagai bentuk kekhususan dari Undang-undang KPK
terhadap KUHAP yang bisa kita kenal dengan asas lex specialis derogat legi
generali yang berarti peraturan bersifat khusus mengesampingkan peraturan yang
bersifat umum. Karena pasal 40 Undang-Undang No 19 Tahun 2019
menyebutkan tidak dapat diberhentikan maka menimbulkan keraguan seperti apa
kewenangan KPK dan karena adanya frase tidak dapat, maka menjadi pilihan kpk
apakah setelah 2 tahun akan diberhentikan atau tidak maka ini akan menimbulkan
ketidakpastian hukum. Seperti apa kpk akan bertindak setelah 2 tahun dan
diperlukan suatu indikator yang jelas bagi KPK dalam melakukan penghentian
penyidikan terhadap suatu perkara. Perlu disadari bahwa esensi dari independensi
KPK adalah agar KPK mampu bertindak secara objektif dalam membuat suatu
kebijakan tanpa pengaruh oleh pihak-pihak yang berkepentingan.
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ABSTRACT
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The KPK was first established based on Law of the Republic of Indonesia
Number 30 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission. On
December 17 2019, the latest Law Number 19 of 2019 concerning the
Corruption Eradication Commission was promulgated, where this law is the
second amendment to Law Number 30 of 2002 concerning the Corruption
Eradication Commission. In its authority to issue SP3, the Corruption
Eradication Commission must fulfill the requirements determined according to
law. These conditions are regulated in KUHAP article 109, that in order to be
able to issue SP3 they must be fulfilled. However, this does not necessarily
mean that the KPK can issue SP3 because apart from the three things
mentioned above, it turns out that SP3 can only be issued as regulated in article
40 of Law No. 19 of 2019 concerning the Corruption Eradication Commission,
that the KPK can issue SP3 in cases that the investigation was not completed
for two years. So it is clear that when the provisions in Article 109 of the
Criminal Procedure Code have been fulfilled in corruption cases where the
investigation is not completed within two years of the issuance of the SPDP,
then for the sake of legal certainty the investigation must be stopped or an SP3
issued by the Corruption Eradication Commission. In its journey to eradicate
corruption, Law no. 30 of 2002 as the legal basis for establishing the KPK
underwent changes 17 years later and became Law no. 19 of 2019. In Article 40
before the revision, the Corruption Eradication Committee (KPK) was not given
the authority to issue SP3 as a special form of the Corruption Eradication
Commission Law regarding the Criminal Procedure Code, which we can know
as the principle of lex specialis derogat legi generali, which means that special
regulations override general regulations. Because Article 40 of Law No. 19 of
2019 states that it cannot be dismissed, it raises doubts as to what the
Corruption Eradication Commission's authority is and because of the phrase it
cannot, it is the Corruption Eradication Commission's choice whether after 2
years it will be dismissed or not, this will create legal uncertainty. How will the
Corruption Eradication Commission act after 2 years and a clear indicator is
needed for the Corruption Eradication Commission to terminate an
investigation into a case. It needs to be realized that the essence of the KPK's
independence is that the KPK is able to act objectively in making policies
without influence from interested parties.
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